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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada masa globalisasi yang kita hadapi sekarang ini, terdapat isu – isu 

yang menarik perhatian di berbagai kalangan di dunia. Kesetaraan gender 

dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu Hubungan 

Internasional yang akhir – akhir menjadi pembahasan. Tentu saja bagi 

Negara, permasalahan ini menjadi tantangan karena Negara memiliki 

peranan yang sangat penting dalam dunia Hubungan Internasional. 

Sebelum saat ini, perempuan hanya dapat mengerjakan pekerjaan 

tambahan atau sampingan disebabkan oleh stereotype masyarakat 

Indonesia atau biasa disebut pemikiran masyarakat yang menganggap 

peranan perempuan sangat jauh dibandingkan dengan laki – laki. 

Stereotype  ini dihasilkan berdasarkan pemkiran yang dihasilkan oleh 

masyarakat Indonesia yang merupakan sebuah cara pandangan terhadap 

individu kepada individu lainnya. Tetapi kini, perempuan di Indonesia 

sangat dapat mengambil peranan penuh dan juga berpartisipasi aktif dan 

tidak menjadi acuh dan hanya bergantung pada pria dalam  mewujudkan 

peranan umum untuk menciptakan dan menyatakan pendapat bersama, 

dapat dilihat dari semakin meningkatnya partisipasi aktif perempuan
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dalam berbagai bidang, terutama dalam dunia politik yang semakin 

meningkat menurut data dari Indeks Kesenjangan Gender.  

 Gender merupakan identitas masing – masing individu terhadap 

peranan – peranan tertentu yang terdapat dalam masyarakat. Penggunaan 

istilah  wanita sering kali dianggap sebagai “tubuh perempuan”. Oleh 

karena penggunan istilah tersebut, ini wanita dipandang sebagai 

permasalahan kontroversial bagi beberapa kalangan feminis.1 

Feminisme ialah berupa serangkaian gerakan – gerakan dan 

ideologi yang memiliki visi – misi dan tujuan yang sama, yaitu untuk 

membangun, meningkatkan dan mencapai kesetaraan gender di bidang 

politik, ekonomi, sosiak dan juga pribadi masing – masing individu. 

Feminisme juga berperan menggabungkan posisi masyarakat yang lebih 

memandang perempuan diperlakukan secara tidak adil dan dipandang 

sebelah mata dan lebih memprioritaskan laki-laki.  Memerangi stereotip 

masyarakat dalam perbedaan gender antara laki laki dan perempuan, juga 

ikut serta membantu membangun peluang dibidang pendidikan maupun 

professional yang memiliki kesetaraan dengan laki – laki  merupakan 

sebuah upaya untuk mengubahnya.2 

Gerakan pembebasan perempuan atau feminisme dikenal dengan 

sebutan Gerakan Feminis. Gerakan ini mengacu pada beberapa susunan  

 
1  https://id.wikipedia.org/wiki/Gender , diakses pada tanggal 24 november 2020, pukul 

20.00 WIB 

 
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme, diakses pada tanggal 24 november 2020, pukul 

20.15 WIB 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gender
https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme
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berupa Kampanye untuk mewujudkan reformasi pada masalah – masalah 

seperti kekerasan, pelecehan seksual dan hak – hak reproduksi yang  

kesemuanya itu merupakan bentuk dari Feminisme. Pada akhir 

abad ke-19 di dunia barat, ialah awal mula gerakan ini dimulai. Dimulai 

dengan adanya tiga gelombang. Feminisme gelombang pertama yang di 

pusatkan untuk membahas para perempuan berkulit putih dan kelas 

menengah keatas yang terlibat hak dan kesetaraan politik. Feminisme 

gelombang kedua dilakukan dengan usaha untuk memberantas 

kesenjangan sosial yang ada pada budaya. Feminisme gelombang ketiga 

diliptui oleh Kampanye baru untuk memberikan pengaruh dan dampak 

yang lebih besar terhadap perempuan dalam dunia politik.3 

Sadar bahwa keberadaan perempuan tidak mendapatkan respon 

yang baik sehingga menimbulkan banyak gerakan maupun juga organisasi 

yang dianggap memiliki cara dan solusi untuk menyelesaikan masalah ini. 

Masyarakat membentuk organisasi yang sifatnya internasional, karena 

anggota – anggotanya berasal dari berbagai belahan dunia, begitupun juga 

dengan aturan yang ada yang timbul dari ide – ide dan juga kesepakatan 

yang telah diciptakan oleh para anggota organisasi.

 
3 https://id.wikipedia.org/wiki/Pembebasan_perempuan , diakses pada 24 november 

2020,pukul 20.20 WIB 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembebasan_perempuan
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PBB atau Perserikatan Bangsa – Bangsa (United Nations)  ialah 

Organisasi Internasional yang dibentuk oleh Negara – Negara di didunia. 

Didirikan sejak tahun 1945 dan mempunyai  sejumlah anggota, yaitu 193 

negara.4 Pada abad ke-21, PBB memiliki focus terhadap berbagai macam 

permasalahan yang terjadi di berbagai dunia. Kesetaraan gender 

merupakan salah satu focus permasalahan PBB, sehingga PBB telah 

menyadari di tiap tahunnya jutaan perempuan merasakan perlakuan tindak 

diskriminasi, yaitu kekerasan pada psikis maupun fisik perempuan.5 

Konvensi digunakan sebagai instrument Internasional oleh PBB 

mulai tahun 1979 yang membahas penghapusan segala upaya apapun yang 

berupa tindakan diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan. Dimana 

konvensi tersebut merupakan akibat dari adanya fenomena tersebut. 

Konvensi Internasional tersebut dinamakan Convention on Elimination of 

All Form of Discrimination Againts Women (Konvensi CEDAW). Mulai 

diberlakukan pada 03 Desember 1981, dan memiliki sebanyak  90%  

Negara – Negara anggota pada PBB yang menjadi Negara perwakilan 

peserta konvensi. CEDAW menetapkan bahwa persamaan terhadap hak 

asasi perempuan yang juga meliputi; peranan perempuan di seluruh bidang 

 
4 United Nations, About UN: Overview, 

http://www.un.org/en/sections/aboutun/overview/index.html , diakses pada 24 november 2020, 

pukul 20.40 

 
5 United Nations, Ending Violence Against Women and Girls: Overview, 

http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/endviol/index.shtml , diakses pada 24 november 

2020, pukul 20.55 WIB 

 

http://www.un.org/en/sections/aboutun/overview/index.html
http://www.un.org/en/globalissues/briefingpapers/endviol/index.shtml
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yang meliputi sosial, politik, budaya dan ekonomi, serta status 

perkawinan.6 

Permasalahan yang terjadi mengenai ketidakseimbangan hak 

terhadap perempuan ditanggapi dengan baik oleh Internasional melalui 

Konvensi CEDAW. CEDAW dianggap memiliki regulasi  yang 

diharapkan oleh  Negara – Negara untuk mampu melindungi perempuan 

dan menghindarkan perempuan dari adanya tindak kekerasan dan 

keberpihakan terhadap jenis kelamin tertentu.  Sebagai paying hukum 

yang diyakini oleh berbagai Negara, CEDAW melakukan upayanya untuk 

mengatasi tindak diskriminasi terhadap para perempuan yang terjadi 

berawal dari kesalah pahaman oleh sepihak saja.7 

Sebagai salah satu konvensi utama tingkat internasional, CEDAW 

membela hak – hak perempuan yang dimana tercantum didalam resolusi 

Mahkamah Umum No.34/180 tanggal 18 Desember 1979. Negara – 

Negara  anggota PBB meratifikasi CEDAW untuk diadopsi oleh para 

anggotanya. Secara legal dan formal CEDAW dinyatakan sebagai 

dokumen internasional (entry into force) yang memuat 30 pasal yang 

diresmikan pada tanggal 3 September 1981

 
6 UN Women, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

(CEDAW), hlm. 1, http://www.unwomeneseasia.org/projects/Cedaw , diakses pada 24 november 

2020, pukul 21.10 WIB 

 
7 Mochtar Kusuma Atmadja, Pengantar Hukum Internasional, (Jakarta:Pustaka 

Pelajar,1999), hlm. 102-105. 

 

http://www.unwomeneseasia.org/projects/Cedaw
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Konvensi CEDAW juga telah diamandemen oleh Indonesia 

dimulai  pada 1984 yang disampaikan pada Undang – Undang No.7 Tahun 

1984 tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita”. Konvensi CEDAW dianggap mempunyai 

makna yang sangat berarti dikarenakan  ialah salah satu instrument Hukum 

Internasional pertama kali yang telah menentukan makna dari tindak 

diskriminasi yang dilakukan terhadap wanita sebagai “Segala pembedaan, 

pengesampingan, atau pembatasan apapun yang dibuat atas dasar jenis 

kelamin yang mempunyai mempunyai pengaruh atau menghapuskan 

pengakuan, penikmatan, atau penggunaan Hak-hak Asasi Manusia dan 

kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau 

bidang apapun lainnya oleh kaum dan kebebasan pokok di bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang apapun lainnya oleh kaum 

perempuan, terlepas dari apapun status perkawinan mereka, atas dasar 

persamaan antara laki-laki dan perempuan” (Konvensi CEDAW pasal 

(1)).8 

Sebagai salah satu Negara yang melaksanakan ratifikasi Konvensi 

Internasional CEDAW, kemudian Indonesia secara hukum sudah terikat 

untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam konvensi internasional ini 

yang didalamnya termasuk anjuran untuk menghapus tindak kekerasan

 
8 http://cwgi.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upaya-

penghapusandiskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/ , diakses pada 24 november 2020, 

pukul 21.40 WIB 

http://cwgi.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upaya-penghapusandiskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/
http://cwgi.wordpress.com/2007/07/31/press-release-memantau-upaya-penghapusandiskriminasi-terhadap-perempuan-di-indonesia/
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 sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang 

mengingat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia terus terjadi dalam 

jumlah yang sangat signifikan. Diperkirakan setidaknya terdapat 16.214  

jumlah perempuan di Indonesia pernah mengalami tindak kekerasan.9 

Tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

sesuai yang diharapkan oleh pemerintah, merupakan sebuah permasalahan 

terhadap hak asasi manusia dan juga ketimpangan sosial, yang juga 

dianggap tidak sesuai apabila diartikan hanya sebagai permasalahan 

perempuan, karena kondisi sosial dan masalah  ini juga mencakup 

persyaratan untuk menjalankan proses bagi pembangunan  pada warga 

masyarakat yang diharapkan dapat adil serta tidak memihak dan 

menciptakan kemakmuran rakyat yang berkelanjutan bagi kehidupan 

warga masyarakatnya. Sehingga sangat diharapkan pemberdayaan 

perempuan perlu dilakukan sehingga perempuan dapat memperjuangkan 

hak – hak mereka yang telah dilanggar.10 

Dalam keberlakuannya, Konvensi CEDAW mempunyai tiga 

prinsip yang paling utama. Prinsip Pertama ialah prinsip equality, yaitu 

upaya untuk melihat adanya persamaan kesimpulan umum  yang ada 

terhadap pria dan wanita.Prinsip  Kedua ialah prinsip non-diskriminasi, 

 
9 Sensus Penduduk Tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik Indonesia diakses melalui 

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1823/sdgs_5/1 , diakses pada 24 

november 2020 pukul 22.15 WIB 
10 Sudiarti, Achie Luluhima, S.H., M.A., DRA. Sulistyowati Irianto, M.A., Prof. Dr. Tapi 

Omas Ihromi, S.H., M.A. 2000. Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita. Bandung: Penerbit 

Alumni. halaman 7 

https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1823/sdgs_5/1
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yang dimana terjadi tindak mendiskriminasi terhadap gender dan 

juga pemenuhan atas kebebasan dasar terhadap Hak Asasi Manusia. 

Prinsip Ketiga ialah prinsip kewajiban atas Negara itu sendiri, dimana 

pada permasalahan ini Negara merupakan peranan penting dan juga sangat 

bertanggung jawab atas tercapainya persamaan bahwa Negara yang ialah 

peserta merupakan pemeran utama yang mempunyai tanggung jawab guna 

menentukan teruwujdnya kesetaraan hak antara perempuan dengan laki - 

laki dalam memiliki semua haknya, baik dibidang politik, sipil, sosial, 

budaya dan ekonomi.11 

Konvensi wanita atau yang dapat disebut Konvensi CEDAW, 

memfokuskan pada keadilan dan kesetaraan antara pria dan wanita 

(equality and equity), ialah oportunitas dan hak yang sama juga perlakukan 

yang setara di berbagai peran dan juga segala bidang. Hal ini terdapat 

dalam prinsip Non – Diskriminasi yang adalah merupakan unsur pada 

CEDAW. Bagaimana ini diatur didalam Konvensi CEDAW Pasal 1, 

berisikan  “Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah diskriminasi 

terhadap wanita berarti adalah setiap pembelaan, pengecualian atau 

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang memiliki pengaruh 

ataupun tujuan untuk mengurangi dan menghapuskan pengkauan, 

 
11 Archie Sudiarti Luluhima, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita. Bandung. Penerbit : Alumni. Hlm.31 
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penikmatan ataupun penggunaan hak – hak asasi manusia juga kebebasan 

– kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau 

apapun oleh wanita, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar 

persamaan antara pria dan wanita”. 12 

Sebagaimana tercantum pada Konvensi CEDAW Pasal 2 yang 

membahas tentang ”Langkah Kebijaksanaan untuk Menghapus 

Diskriminasi”  yang menyatakan  bahwa Negara-Negara anggota dan  

peserta mengecam keras adanya tindak diskriminasi terhadap perempuan 

dalam segala bentuknya dan upaya untuk menjalankan dengan melalui 

segala upaya – upaya yang tepat sasaran dan tidak menunda kebijakan 

untuk menghapus tindak diskriminasi kepada  perempuan. Untuk dapat 

mencapai kepada tujuan tersebut, diperlukan upaya – upaya sebagai 

berikut :13 

1. Memasukkan asas persamaan terhadap wanita dengan pria pada Undang-

Undang yang merupakan dasar nasional dan peraturan perundang-

undangan lainnya, serta memastikan terwujudnya dari asas itu melalui 

hukum yang ada dan upaya-upaya lain yang tepat pada sasaran. 

2. Membuat regulasi yang tepat sasaran dan mencakup hukuman – hukuman 

di mana perlu untuk melarang semua tindak diskriminasi terhadap wanita.

 
12 Ibid. hal.35 
13 Ibid. hal.41 



10 

 
 
 

 

3. Mempertahankan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak-hak 

perempuan atas dasar dari kesetaraannya dengan pria, perlindungan yang 

efektif terhadap setiap tindak diskriminasi terhadap perempuan, menjamin  

dengan adanya pengadilan nasional yang memiliki kemampuan dan badan 

– badan pemerintah lainnya. 

4. Tidak melakukan tindakan atau kegiatan yang mendiskriminasi 

perempuan, dan menjamin bahwa Petinggi – Petinggi Negara dan 

Lembaga-Lembaga Negara melakukan tindakannya sesuai dengan 

kewajiban itu. 

5. Melakukan upaya dan cara yang tepat untuk menghapus tindakan 

diskriminasi terhadap wanita oleh tiap organisasi, orang ataupun 

perusahaan. 

6. Memutuskan upaya dan cara yang tepat sasaran, termasuk pada pembuatan 

peraturan perundang-undangan atau mencabut dan mengubahnya dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ada, juga menghapuskan  

kebiasaan – kebiasaaan dan kegiatan yang dianggap diskriminatif terhadap 

perempuan. 

7. Membatalkan keseluruhan ketetapan pidana nasional yang diskriminatif 

kepada perempuan. 

Pasal 3 “Jaminan Hak Asasi” 

Negara - negara peserta: 
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 “Negara – Negara peserta membuat peraturan – peraturan yang teat, 

termasuk pembuatan undang – undang di semua bidang, khususnya di bidang 

politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan 

kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka 

melaksanakan dan menikmati hak – hak asasi manusia dan kebebasan – 

kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki – laki.” 

Pasal 4 “Ketentuan-ketentuan Khusus untuk Mencapai Persamaan” 

• Pembentukan ketetapan – ketetapan  khusus sementara yang ditujukan 

guna  mempercepat persamaan “de-facto” antara wanita dengan 

priasehingga  tidak dilihat sebagai tindak diskriminasi, dan tidak harus 

membawa akibat dari pemeliharaan norma-norma yang tidak sama 

atau terpisah. Peraturanperaturan tersebut dapat dibatalkan apabila 

tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan itu sudah terpenuhi.14 

Pasal 7 “Kehidupan Politik dan Kemasyarakatan” 

Negara-negara peserta diwajibkan melakukan upaya – upaya  yang 

tepat sasaran guna menghapus tindak diskriminasi yang dilakukan kepada 

wanita dalam kehidupan kemasyarakatan dan juga kehidupan berpolitik, 

khususnya menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak: 

• Untuk dipilih dan juga memilih; 

 
14 Sri Wiyanti Eddyono, S.H. Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW. Lembaga 

Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm 9-11. 
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• Untuk dapat ikut serta dalam memberikan ide guna membuat 

perumusan kebijaksanaan pemerintah serta implementasinya; 

• Untuk memiliki jabatan dalam dunia pemerintahan dan melakukan 

tugas dari pemerintahan di semua tingkat; 

• Untuk ikut serta dalam kegiatan – kegiatan organisasi dan 

perkumpulan non-pemerintahan, yang berhubungan pada kehidupan 

Politik Negara dan Masyarakat. 

Serta yang terakhir ialah Pasal 8 mengenai “Partisipasi di Tingkat 

Internasional” 

Negara - negara peserta diwajibkan: 

• Memberi penjaminan terhadap perempuan,sehingga memiliki  

kesempatan untuk mewakili pemerintah pada tingkat internasional dan 

ikut serta pada pekerjaan organisasi - organisasi internasional, atas 

dasar kesetaraan  dengan pria tanpa suatu tindak diskriminasi. 

        Hingga tahun 2018, tercatat ada 16.214 kasus pelaporan tindak 

kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Maka hal ini menjadi alasan 

penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu untuk mencegah terjadinya 

tindak kekerasan terhadap perempuan dan untuk meningkatkan kesetaraan 

gender.
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       Sehingga penelitian ini  menarik juga penting untuk ditelaah dan dibahas 

agar dapat menjadi patokan dalam mengambil keputusan – keputusan  

pemerintah guna menyelesaikan tindak diskriminasi yang terjadi terhadap 

perempuan. Maka berdasarkan yang sudah diuraikan di latar belakang diatas, 

Penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul: “KESETARAAN 

GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN INDONESIA 

DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL MELALUI 

KONVENSI CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms 

Discrimination Againts Women)”. 

B. Rumusan Masalah 

Beralaskan  latar belakang tersebut, maka permasalahan yang kali ini 

akan dibahas dirumuskan  sebagai  berikut: 

1. Apakah pentingnya Konvensi CEDAW di Indonesia dan juga taraf 

Internasional? 

2. Apa saja dampak – dampak positif yang telah dicapai melalui Konvensi 

CEDAW mengenai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya adalah :
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1. Untuk mempelajari betapa pentingnya Konvensi CEDAW dalam 

mempengaruhi dan membantu mengintensifkan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan terkhusus pada dunia berpolitik di 

Indonesia. Untuk  mencari tahu usaha – usaha apa saja yang telah 

dilaksanakan melalui Konvensi CEDAW dalam menekan isu 

permasalahan gender dan pemberdayaan perempuan untuk 

meningkatkan partisipasi wanita dalam hal berpolitik. 

D.  Manfaat Penelitian 

 Dilakukannya penelitian kali ini dinantikan dapat menghasilkan manfaat: 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini dinantikan dapat menjadi  informasi dan juga sebagai 

sarana menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca dengan sangat 

merinci, pada langkah - langkah yang sudah dilaksanakan guna 

meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui 

Konvensi CEDAW. Serta harapan yang semata – mata hanya berjalan 

sebagai sarana informasi kepada para pembaca, tetapi juga kepada para 

anggota Negara – Negara PBB, betapa pentingnya keterlibatan dan 

keterwakilan perempuan pada sebuah parlemen sehingga memberikan 

pemikiran – pemikiran  yang lebih bervariasi pada kegiatan politik, 

khususnya di Indonesia.
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b. Secara Praktis 

Mempertimbangkan betapa pentingnya bagian lebih besar untuk 

perempuan di dunia politik, mengetahui sejauh ini bahwa kedudukan 

kursi parlemen banyak yang memihak pada salah satu pihak saja dan 

selalu mengutamakan pria dibandingan dengan  wanita. Padahal dilihat 

dari segi kemampuan, keduanya dapat bersaing secara adil di dunia 

politik. 

Sehingga Organisasi Internasional dan Pemerintah juga para 

individu dapat tidak lagi melihat Indonesia dengan pandangan 

menyepelekan tentang kepekaan dan juga  kepeduliannyadalam 

menghadapi permasalahan Gender. 

E. Ruang Lingkup 

Pada pokok pembahasan penelitian ini hanya membahas tentang 

meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui 

Konvensi CEDAW serta undang – undang serta pengaturan apa yang dapat 

meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan melalui 

Konvensi CEDAW. 
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F. Kerangka Teori 

1. Teori Dasar Tentang Gender 

 

Terdapat beberapa perbedaan biologis yang menjadi pembeda antara 

memandang gender dalam jenis kelamin. Teori ini dibagi mejadi beberapa, 

yaitu: 

(a) Nature Teori ; yang menganggap adanya perbedaaan gender adalah 

sebagai hal alami atau mendasar yang seharusnya tidak 

menjadikannya sebagai permasalahan.Teori Nurture ; merupakan teori 

yang melihat  perbedaan gender adalah hasil dari rekayasa budaya dan 

bukanlah merupakan hasil alami, oleh karena itu perbedaan gender 

tidak diberlakukan  secara umum dan bisa ataupun dapat untuk 

dipertukarkan.15 

(b) Teori Kebudayaan ; merupakan teori yang melihat akibat dari adanya 

percampuran budaya ataupun susunan budaya. Dalam teori ini 

terdapat keutamaan antara perempuan terhadap laki-laki  akibat 

adanya susunan budaya, harta kekayaan maupun materi. Hasil cara 

budaya masyarakat yang dinamakan Gender membedakan status 

sosial antara perempuan dengan laki - laki. 16

 
15 Problem Definisi Gender : Kajian atas Konsep Nature dan Nurture diakses melalui 

https://core.ac.uk/download/pdf/235572516.pdf , diakses pada 1 januari 2021 pukul 15.38 WIB 
16 Gender Dalam Perspektif Budaya dan Bahasa diakses melalui 

https://media.neliti.com/media/publications/285802-gender-dalam-persfektif-budaya-dan-bahas-

2a9d076d.pdf , diakses pada 1 januari 2021 pukul 15.43 WIB 

https://core.ac.uk/download/pdf/235572516.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/285802-gender-dalam-persfektif-budaya-dan-bahas-2a9d076d.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/285802-gender-dalam-persfektif-budaya-dan-bahas-2a9d076d.pdf
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(c) Teori Evolusi ; teori ini menganggap bahwa semua yang terjadi di 

dunia ini tidak berlangsung dengan otomatis melaikan dengan adanya 

proses evolusi ataupun dengan adanya perubahan – perubahan yang 

walaupun berjalan dengan perlahan tetapi pasti, terus – menerus dan 

tanpa henti.17 

 

2. Teori Gender dalam Perencanaan Pembangunan 

Konsep Gender dalam perencanaan pembangunan di berbagai 

bidang sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, 

baik pada tataran praktis maupun pada aspek yuridis. Hal ini untuk 

mendapatkan kepastian apakah hasil pembangunan dinikmati oleh 

seluruh masyarakat secara adil sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan oleh 

World Bank, bahwa kesetaraan gender adalah permasalahan  pokok 

pembangunan yang dapat memperkokoh kemampuan Negara untuk 

terus berkembang, dapat mengurangi dan meminimalisir kemiskinan 

dan juga menjalankan pemerintah secara lebih efektif. Maka dari itu, 

pemerintah akan sangat memperhatikan masalah yang sangat 

berkaitan dengan hal mengenai kesetaraan gender dengan merujuk 

pada cara – cara sebagai berikut: Pertama, upaya mencapai peranan 

dan kedukan perempuan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa 

 
17 Problem Definisi Gender : Kajian atas Konsep Nature dan Nurture diakses melalui 

https://core.ac.uk/download/pdf/235572516.pdf , diakses pada 1 januari 2020 pukul 16.05 WIB 

https://core.ac.uk/download/pdf/235572516.pdf
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dalam kebijakan nasional dan lembaga yang dapat mengusahakan 

tercapainya kesetaraan gender. Kedua, memperkuat kemandirian dan 

peranan oleh organisasi perempuan dengan terus menjaga nilai 

kesatuan dan persatuan serta nilai sejarah dari  kaum perempuan 

didalam mencapai dan meningkatkan usaha pemberdayaan perempuan 

serta kesejahteraan masyarakat. 18 Program pemberdayaan perempuan 

dapat kita ketahui tidak akan dapat berhasil dengan baik apabila tidak 

adanya kerelaan, kerjasama dan keterlibatan  oleh kaum laki – laki 

juga didalamnya. 19 Oleh karena itu pendekatan GAD (Gender and 

Development)  dipergunakan, karena merupakan salah satu pandangan 

baru yang merujuk pada prinsip hubungan keharmonisan dan 

kemitraan yang dibuat antara laki – laki dengan perempuan dan 

sebaliknya, perempuan dengan laki – laki sebagai pengganti terhadap 

paradigm pembangunan Women in Development (WID). 

 

 
18 Kesetaraan Gender : Perlu sinergi antar kementerian / lembaga, pemerintah daerah dan 

masyarakat diakses melalui 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-

antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat , diakses pada 1 januari 2020 

pukul 16.20 WIB 
19 Kajian Teori tentang Gender menurut Anderson diakses melalui 

https://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%202%20-%2008110241024.pdf , diakses pada 1 januari 

2021 pukul 16.45 WIB 

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1667/kesetaraan-gender-perlu-sinergi-antar-kementerian-lembaga-pemerintah-daerah-dan-masyarakat
https://eprints.uny.ac.id/9812/2/BAB%202%20-%2008110241024.pdf


19 

 
 
 

 

3. Teori Diskriminasi Gender 

 

Sejak dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000, sudah ditempuh 

banyak cara oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kesadaran dan 

kepekaan gender dalam program – program pemerintah. Hal ini 

dilaksanakan untuk meningkatkan kesetaraan dan peran perempuan 

diberbagai bidang kehidupan. Terdapat beberapa indicator dari tindak 

diskriminasi gender yang seringkali terjadi di suatu Negara, yaitu : 

1. Upaya Pembatasan merupakan cara menyingkirkan yang dirasakan 

pada perempuan di berbagai bidang – bidang hukum, ekonomi, sosial, 

politik maupun budaya. 

2. Sub-ordinasi memiliki arti yaitu  menaklukan atau yang diposisikan 

setelah kaum pria. 

3. Stereotip negatif yaitu pencitraan ataupun pandangan – pandangan 

berupa hal yang tidak baik yang dilakukan terhadap perempuan, 

sepertipenggoda, sumber kriminalitas, lemah dan cengeng yang 

berakibatkan kepada berbagai upaya tindakan ketidakadilan yang 

dilakukan terhadap perempuan. 

4. Beban ganda memiliki arti yaitu kesempatan perempuan untuk 

melakukan pekerjaan  diluar rumah dengan tidak memotong 

pekerjaannya sebagai pelaku kerja domestik.



20 

 
 
 

 

5. Kekerasan yang dilakukan kepada perempuan, dapat berupa upaya 

tindakan non-verbal (kekerasan secara psikis) maupun kekerasan secara 

verbal (kekerasan fisik).20 

a. Dasar Hukum Gender 

Dasar hukum untuk menjaga terjamin dam terwujudnya 

keadilan dan kesataraan gender di wujudkan dalam beberapa 

kesepakatan internasional maupun kesepakatan nasional antara 

lain :  

1) Amandemen UUD 1945, Pasal 28 B ayat (1) & Pasal 31 ayat 

(1). 

2) UU No.20/2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. 

3) Inpres No.9/2000 tentang “Pengarusutamaan Gender”.  

4) Peraturan Presiden  No.7/2005 tentang “Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JM) Tahun 

2004-2009”. Hasil Kesepakatan Dunia tentang “Education 

for All, Convention on The Right of Child, Mellenium 

Development Goals, Word Summit on Sustainable 

Development”. 

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memutuskan bahwa 

“Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum 

 
20 Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional diakses melalui 

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf , diakses 

pada 1 januari 2020 17.25 WIB 

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/inpres-no.-9-tahun-2000-tentang-pug.pdf
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dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak terkecuali” dan juga pada Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa 

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas 

dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan 

yang bersifat dikriminatif itu”. Hal tersebut menekankan lebih dalam lagi 

bahwa UUD 1945 sebagai hukum dan dasar Negara Indonesia secara tegas 

memberikan jaminan kepada semua warga negara tanpa melihat adanya 

perbedaan dari berbagai askep, contohnya; jenis kelamin, agama, suku dan 

sebagainya serta mempunyai kedudukan yang sama.21 

G. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah 

normatif, yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum 

sebagai sebuah bangunan sistem kaidah ataupun norma – norma. Sistem 

kaidah ataupun norma – norma yang dibangun adalah mengenai teori – 

teori, peraturan perundang – undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan 

juga doktrin (ajaran).22 Penelitian normatif ini meneliti norma – norma 

atau peraturan hukum sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu 

peristiwa hukum. Penelitian ini juga didukung oleh data lapangan yang 

 
21 Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia diakses 

melalui https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-

peraturan-peru.pdf , diakses pada 1 januari 2021 pukul 17.50 WIB 
22 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm.33 

https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/113990-ID-hak-asasi-perempuan-dalam-peraturan-peru.pdf
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bertujuan untuk dapat memberikan argumentasi – argumentasi hukum 

sebagai dasar penentu apakah peristiwa yang terjadi telah benar atau salah 

serta bagaimana sebaikanya suatu peristiwa itu menurut hukum. 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pada penelitian hukum ini ditemui berbagai macam pendekatan. 

Dalam menyusun proposal ini, pendekatan penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Pendekatan Undang – Undang (Statute Approach) 

Pendekatan perundang – undangan atau statute approach 

dilakukan dengan metode membedah dan memperdalam undang – 

undang dan peraturan yang berhubungan dengan isi hukum yang sedang 

ingin diselesaikan. Hasil dari pembedahan  tersebut merupakanalasan 

untuk dapat memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.23 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan konseptual ialah merupakan metode pendekatan 

dengan cara mendekatkan menunjuk kepada asas - asas hukum yang  

sudah ada. Dan  asas - asas ini terdapat pada pandangan berbagai 

sarjana maupun dalam doktrin hukum.24

 
23 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 

93. 
24 Ibid, hlm. 138. 
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3. Sumber Bahan – Bahan Hukum 

Data yang diperlukan dan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah bahan – bahan hukum yang terdiri dari : 

a. Bahan Hukum Primer, ialah bahan yang didalamnya bersifat secara 

mengikat dikarenakan diterbitkan oleh pemerintah dan didapatkan 

secara langsung dari peraturan perundang – undangan. 

1. Undang – Undang; 

a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

b) Undang – Undang No.68 Tahun 1958 tentang “Pengesahan 

Konvensi mengenai Hak – Hak Politik Perempuan (Convention of 

Women’s Political Rights)” 

c) UU No. 7 Tahun 1984 tentang “Pengesahan Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 

(Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination 

Against Women)” 

d) UU No. 39 Tahun 1999 tentang “Hak Asasi Manusia” 

e) UU No. 11 Tahun 2005 tentang “Pengesahan Konvenan 

Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  

(International Convenant on Economic, social and Cultural 

Rights)”
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f) UU No. 12 Tahun 2005 tentang “Pengesahan Konvenan 

Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International 

Convenant on Civil and Political Rights)” 

2. Peraturan Pemerintah: 

a) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak RI No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak     

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang 

“Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender” 

3. Peraturan Presiden; 

a) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

“Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional” 

b) Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang “Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JM) Tahun 2004-

2009” 

4. Konvensi Internasional; 

a) Konvensi CEDAW 

b) Konvensi ILO C19 tentang “Kesetaraan Perlakuan”Konvensi ILO 

C87 tentang  “Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak 

Berorganisasi”
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c) Konvensi ILO C98 tentang “Hak Berorganisasi dan Perjanjian 

Kerja Bersama” 

d) Konvensi ILO C111 tentang “Diskriminasi” 

b. Bahan Hukum Sekunder yang paling utama adalah buku – buku hukum 

termasuk skripsi, jurnal – jurnal hukum, tesis dan disertasi hukum.25 

Adapun  juga yang tergolong dalam bahan – bahan hukum sekunder ini 

ialah jurnal hukum, laporan penelitian hukum dan buku – buku teks 

yang didalamnya terdapat masukan-masukan dan juga kritik dari para 

akademisi dan para ahli terhadap berbagai produk hukum perundang – 

undangan dan putusan pengadilan, situs – situs internet yang 

berhubungan dengan penelitian ini, notulen – notulen seminar hukum 

dan yang memuat opini hukum. Bahan Hukum tersier, ialah bahan 

hukum yang menyampaikan keterangan dan petunjuk terhadap bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini 

biasanya didapatkan melalui kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan 

Kamus Bahasa Indonesia.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, penulis melakukan 

melalui studi pustaka dan studi dokumen yang didukung oleh data 

lapangan, ialah dengan cara melakukan pengumpulan bahan – bahan  

hukum dengan cara mempelajari, menelaah dan mengkaji jurnal, skripsi, 

disertasi hukum, thesis, hasil penelitian hukum dan mempelajari berbagai 

 
25 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 196. 



26 

 
 

dokumen yang resmi institusional yang merupakan regulasi perundang - 

undangan, literatur dan didukung dengan adanya data lapangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Metode analisis yang kali digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana bentuk 

analitis data yang gunakan ialah dengan cara pendekatan yang bersifat 

kualitatif terhadap data sekunder yang digunakan. Data sekunder yang 

dipakai berupa bahan hukum tersier, sekunder dan primer.26 

5. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ialah capaiandari akhir dari sebuah penelitian 

yang telah disusun berstruktur sesuai dengan maksud dan tujuan dari 

penelitian ini. Kesimpulan itu sendiri yang diartikan merupakan sebuah 

jawaban dari perumusan masalah atau dalam pertanyaan penulis yang 

disampaikan secara singkat dan padat mengenai adanya keabsahan dari 

suatu penelitian tersebut. Kesimpulan yang didapat dengan cara 

menggunakan metode deduktif yaitu  mencari sebuah kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.27

 
26 Zainuddin, Metode Penelitian hukum, Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika, 2014 
27 Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 

93. 
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UN Women diakses melalui http://en.wikipedia.org/wiki/UN_Women diakses 

pada 1 maret 2021 pukul 20.45 WIB. 

 

UN Women in India: Programmes, diakses melalui 

http://www.unwomensouthasia.org/un-women-in-south-asia-

2/unwomen-in-india/programmes-india/, diakses pada 1 maret 2021 

pukul 23.12 WIB. 
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